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Abstrak

The quality of public services in higher education institutions should be a
on for the customer.

major concern since the quality will provide satisfacti e CRBN
It is a vital aspect in order to survive and win in competitive 1SSues.

Consequently, educational institutions need public service standm:ds.

~ The purpose of this study is to determine the standard of public services
" at UIN Ar-Raniry. This study is a qualitative approach and the data
' needed were collected through interview, observation and documentation.
 Then, they were analyzed using stage reduction and data display. Finally
~ a conclusion was drawn. The result shows that the lecturers and the
 staffs of UIN Ar-Raniry desperately need SOP for public services as a

1 performing their duties.
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ndidika berakhir pada mutu pendidikay,
n Mutu Terpadu Pendidikan atau disehy;

# : i dari quality control. M
juga Total Quality Management (MMTP/'IQM) yang dl[ll;:]lsiaterz megajemen mthI
merupakan sebuah konsep yang berupaya melaksalTa i

ini Usman (2009), menciptaka,
kelas dunia. Menurut Sallis (2003) dalam M K langgannva, d
budaya mutu dimana tuuan setiap anggota ingin menyenans :n:;e s frgti imy g
dimana struktur organisasinya mengizinkan untuk merekéf berbu ;Pn ba 7,

Devinisi MMTP mencakup dua komponen yaitu apa da ga:maneli
menjalankan MMTP. Dalam MMTP, pelanggan adalah y@g berkuasa atau sebagaj
raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Husaini Usmary, ! yang
sama diungkapkan oleh Feigenbaum (1996) bahwa mu'fu merupakan ‘kek‘uatan
penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi dan
pertumbuhan lembaga, hal ini juga bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan
pelayanan mutu pendidikan.

Dengan memberikan layanan mutu kepada pelanggan yangmerupakan
kekuatan penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi
dan pertumbuhan lembaga, hal ini juga bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan
pelayanan mutu pendidikan. Selanjutnya jika mutu dikaitkan  dalam
penyelenggaraan pendidikan maka dapat berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa
penjaminan mutu adalah wajib baik pelanggan internal maupun eksternal atau
dalam istilah lain disebut dengan pelanggan primer, sekunder dan tertier.Pelanggan
perguruan tinggi dapat digambarkandalam bentuk diagram sebagai berikut:

Mutu layanan dalam lembaga P¢
yangdapat diwujudkan melalui Manajeme

Diagram 1:Pelayanan Publik dan Pelanggan Perguruan Tinggi.
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Diagram diatas dapat dijelaskan b

ahwa: Pelanggan internal d
Hnggi adalah mahasiswa, dos

en, dan kar}fuwnn

alam Pendidikan
perguruan tinggi adalah orang, tua mahasiswa, pe

Sedangkan Pelangpan external

| merintah dan Mmasyarak
dari istilah lain terhadap pelanggan pendidikan tinggi adalah pel'lr;gg.an:; Mékna
: Primer

perguruan tinggi adalah mahasiswa, pelanggan sekunder Perguruan tinggi adalah
ey B ; - . : & ﬁ a

orang tua, sedangkan pelanggan tertier perguruan tinggi adalah pemerinah 4
| a
masyarakat. :

Kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan primer /internal akan terca
ada kesesuaian antara layanan yang diberikan

dikemukakan oleh Wadwa dan Radja (2006, 222)

Pai apabila
kepada mahasiswa. Sebagaimana

bahwa kepuasan mahasiswa akan
lavanan yang diterimanya dilihat dari kesesuaian anatara harapan dan kinerja

layanan yang diterimanya. Berangkat dari konsep dasar kepuasan pelanggan,
perguruan tinggi pada dasarnya adalah industri jasa yang memberikan layanan atay
jasa  kependidikan yang tujuannya untuk memberikan kepuasan pada
pelanggannya. Untuk mencapai mutu layanan sangat dibutuhkan kepada asas-asas,
prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik dengan merumuskan SOP (Standar
Operating Pracedure).

Pengan memahami dan memberikan pelayanan berdasarkan asas-asas,
prinsip-prinsip dan standar pelayanan maka akan memberikan kepuasan kepada
pelanggan. Kepuasan menjadi sangat penting karena akan menjadikan sebuah
loyalitas kepada institusi dalam hal ini perguruan tinggi, mempromosikan,
meningkatkan animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan
tinggi tersebut, meningkatkan bargaining position dari perguruan tinggi, dan
meningkatkan citra dari pergurun tinggi tersebut. Selain itu mahasiswa atau civitas
akademika lainnya juga akan mempromosikan layanan yang baik dari perguruan
tinggi kepada calon mahasiswa lain sehingga akan meningkatkan jumlah mahasiswa
yang akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut,

UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan lembaga penyelenggaran pelayanan
publik dalam bidang pendidikan dansaat ini sedang melakukan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Banda Acch. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh
berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan dan memberikan kualitas pelayanan yang prima serta maksimalyang
mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh

karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar pelayan publik di UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh,
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afy Lualitatif dengan metode du:-;kriph'f_
Banda Aceh dengan alasy,
lembaga puny{-lﬂnggarﬂ I:'t}r‘:ll'hll'l pj_gh“k
formasi Birokrasi dan F't""-"l-“"”ﬁl“”ﬂﬂ_.-".nma
ari Korupsi dan Wilayah Birakrasi Bersih dan

Aceh Banda Aceh. UIN Ar-Raniry

unakan mei: kat

UIN Ar-Raniry

Penelitian ini mengg
pengambilan lokasi penelitian i .
karenaUIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagal
dan sejalan dengan pelaksanaan Re
Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas d

Melayani di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda . melakukan perbaikan yan
Banda Aceh Banda Aceh berkomitmen itk terda W :

_ .mberikan kualitas pelayanan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan memb Menteri PAN & RB
n
Yang prima serta 111;1L?=i|11.1]}f:1ﬁj._', “ujngﬂl:l.] REPHE{H Peratura

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemhangunfln Zﬂf‘lﬂ ;ﬂtﬁg;'::ﬂ: Mmué“
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayarni Dj

Lingkungan Instansi Pemerintah.
Adapun vang menjadi subjek penelitian ini adalah 10 orang dosen, 10 orang

mahasiswa, dan 4 orang karyawan, Pemilihan subjek penelitian berdasarkan tujuan
penclitian yaitu untuk mengetahui standar pelayanan P LI Ar-Rasiey
Banda Aceh dengan metode purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah
dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, selanjutnyan
yang menjadi intrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri
dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman
telaah dokumentasi untuk melihat dengan jelas standar pelayanan public di UIN Ar-
Raniry Banda Aceh.

Analisis data yang ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
dicek keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber
dengan melakukan wawancara dengan dosen, mahasiswa dan karyawan,
selanjutnya menggunakan triangulasi metode yaitu dengan menggunakan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi pada focus vang sama, kemudian
melakukan triangulasi waktu aitu dengan melakukan perpanjangan waktu selama
enam bulan, dan selanjutnya adalah triangulasi teori vaitu dengan membandingkan
dan mencocokkan temuan di lapangan dengan teori dari para ahli pelayanan publik.
Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan cara reduksi data, d isplay
data dan penarikan kesimpulan dan selanjutnya data temﬁb',_“ disusun secara
51ﬁterr:=§t:s _qalam _rjangkau,altr\ kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dalam
penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian deskrptif dengan narasi
yang sistematis mengenai standar pelayanan publik di Uy A:-Ranﬁ}r Banda Aceh.

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
tentang temuan-temuan yang diperoleh di lokasi pmliﬁan*. baik yang berupa
penyataan, jawaban, argumentasi, hasil observasi maupun telaah dekﬂmﬂg}mﬂ dari
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subjek wenelitian dan didukung oleh teori-teori vang sesuai '
h:-nb‘:lhl!:- kung oleh teori-teori yang sesuai demi memperkat hasil

Berdasarkan hasil temuan di lapanganini menunjukkan bahwa dosen g
karyawan UIN Ar-Raniry Banda Acehsebagai pemberi layananpublik telah lﬂt‘mil?}Z
}1w1\.gi‘l.ll‘ll!:‘ET\ d:.m nwr_u-.i_npnlkan pemahaman terhadap prosedur pelayanan publik
dari mengikuti pendidikan pada prajabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan
pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
nmngamanatkﬂn bahwa:" Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dilaksanakan
yntuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawaan kebangsaan,
kepribadian  dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar lentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar
mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat”,
(Sutopo dan Adi Suryanto, 2006).

Temuan selanjutnya adalah pelayanan yang diberikan oleh dosen dan
karyawanyaitukepada mahasiswa sebagai pelanggan primer/internal, sebagian
dosen dan karyawan sudahmemberikan pelayanan sesuai dengan pemahaman yang
cudah diperoleh selama mengikuti prajabatan. Ini menunjukkan bahwa dosendan
karyawan telah memenuhi standar kompetensi petugas pemberi pelayanan
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, bertanggungjawab, keramahan,
keterbukaan, melakukan pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak
dengan pelanggan, dan perilaku yang dibutuhkan. Namun masih ada dosen dan
karyawan yang sulit dihubungi dan masih menjalankan birokasi yang berbelit-belit
ini menunjukkan bahwa masih tidak memenuhi kriteria keterbukaan dalam
memberikan pelayanan.

Temuan lainnya adalah dosendan karyawan sebagai penerima layanan yaitu
sebagai pelanggan internalmasth belum mendapatkan palayan yang baik, seperti
pengurusan SKP, pajak, pangkat, semua it masih harus diurus sendiri oleh dosen
dan karyawan padahal UIN Ar-Raniry Banda Aceh mempunyai bidang
Kepegawaian. Temuan lainnya sdalah keterbukaan informasi dan ketersediaan
sarana dan prasarana yang memadai seperti toilet yang masih kurang bersih, ruang
tunggu dan tempat parkir yang belum memadai, Semua gejala diatas menunjukkan
bahwa adanya ketidakpuasan Karena belum dikerjakan secara profesional dan
kualitas pelayanan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut diatas bertolak belakang dengan hadis bahwa “sesungguhnya
Allah menyukai hambanya yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan maka dia
melakukannya dengan profesional” (H.R Baihagi). Pendapat yang lain mengenai
temuan tersebut sebagaimana pendapat Parasuraman, Berry dan Zeithml (1988)
mengenai  dimensi kualitas pelayanan diformulasikan menjadi sepuluh, salah
satudari dimensi tersebut yaitu: “Responsifencss (daya tanggap), yaitu keinginan
karyawan membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap”.

ionoeeaadah | Sfandar Pelayanan Publedi UIN Ar-Raniey Banda Acch
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1. Prosedur pelayanan, da hal ini har -
| pelay: 1.I nkf.:n I1.Eﬂ ini harus ditetapkan standar prosedur

selavanan yvang dibaku 111 el + . . !

I Vil X b i 21 |KI'E'IE'|(_I‘I [_‘L'"'l P[ﬂl"rll'ﬂ.] Pﬂ]ﬂ}fanan

termasuk prosedur pengaduan.

I L] L =1 VI - 5 :

Waktu penye lesaian/ kejelasan dan kepastian; harus ditetapkan standar

waktu penyelesaian pelayvanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan

sampai  dengan penyelesaian pelayanan  termasuk

penting karena pelanggan tidak boleh ragu-

I

permohonan
pengaduan. Hal ini sangat
ragu terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Biaya pelayanan/ ekonomis: harus ditetapkan standar biaya/ tarif
pelayanan termasuk rincianannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif /biaya pelayanan
diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan disesuaikan dengan
kemampuan pelanggan untuk membayar.

4. Produk pelayanan, harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan

yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan harga pelayanan yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka

mendapatkan pelayanan berupa apa saja.

Sarana dan prasarana; harus ditetapkan sarana dan prasarand pelayanan

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanar; perlu ditetapkan standar
kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, bertanggungjawab, keramahan, dan perilaku yang

dibutuhkan.

Selain itu penyelengggaraan pel
prinsip, standar, dan pola penyediaan pelayanan bagi penyandang cacat,

usia, wanita hamil dan balita dan mengupayakan tersedianya
lan serta memberikan akses Khusus
dang cacat, lanjut usia, wanita

wn

ayanan publik perlu memperhatikan

lanjut
sarana dan prasarana yang diperlu
berupa kemudahan pelayanan bagi penyan
hamil dan balita.

Pemberian pelayanan publik juga harus berdasarkan asas-asa, seperti yang

dikemukakan  oleh Mahmudi  (2010) ~mengenai  asas velayanan
publikmemperhatikan minimal 6 (enam) asas-asas sebagai berikut:

{. Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka,
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas, yaitu pelayanan publik harus dapat dipert Hawabkan
spsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B e
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arus sesuai dengan kondisi g,

n puhlik h
an tetap berpegang pada

ayana
\erima palayanan deng

3. Kondisional, pemberian pel |
kemampuan pemberi dan penerin
prinsip efisiensi dan efektivitas.
eran serl |
mperhatikan asp!

a masyarakat dalam pcnyelenggaraan
4. Parsipatif, mendorong P rasi, kebutuhan, dan hampan
pelayananpublik dengan me
masyarakat, .

. herian pelayanan publik tidak bole

5. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), pemberian p y h
2k membedakan suku, ras, agamg

bersifat diskriminatif, dalam arti tid |
an ekonomi. .
pemberi dan penerima pelayanan publik

g-masing pihak.

golongan, gender, status social, d
6. Keseimbangan hak dan kewajiban,
harus memenuhi hak dan kewajiban masin

-asas yang harus dipenuhi sel.)agaimana tersebut
pelanggan, penyedia pelayanan publik

Selain memperhatikan asas
diatas dalam memberikan pelayanan kepada _ -
harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik, antara lain seb_agalmana
vang disebutkan oleh Sutopo dan Suryanto (2006) dan Mahmudi (2010), yaitu:

1. Kesederhanaan prosedur, yaitu pelayanan hendaknya tidak berbelit-belit,

dijalankan secara mudah, lancar, cepat, mudah dipahami.

2. Kejelasan dan kepastian, kejalasan dalam hal persyaratan teknis dan
administratif pelayanan publik; unit kerja/pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan, persoalan, sengketa, atau tuntutan dalam pelaksanaan pelayanan
publik; serta rincian biaya pelayanan publik dan tat acara pembayarannya.
Kejelasan ini penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya
berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat, misalnya praktik
percaloan dan pungutan liar di luar ketentuan yang ditetapkan.

3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditetapkan seperti berapa lama proses pelayanan
diselesaikan.

4. Akurasi produk pelayanan publik, produk pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat harus akurat, benar, tepat, dan sah

3 Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan  kerjadan  pendukung lainnyayang memadai termasuk
penyelesaian sarana teknologi informasi dan komunikasi.

6. Kemanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan
kepada masyarakat dalam pemberian layanan

7. Tanggungjawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan

Lailatussaadah | Standar Pelayanan Publik di UIN PGS A e
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berapa rekomendas;
tu lembaga yang

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas d

bahwa:melihat kepada UIN Ar-Raniry I!-amll e

memberikan jasa dan juga lembaga P"md'dlk‘m e

' anan jasa

N ' : . memberikan pelay 2 _

W Iz:u ang mem erburuk krisis sampai saat
satu yang P

kat terhadap aparatur pemerintah
na itu sudah seharusnyaUIN Ar.
elayanan publik dan pelayanan
layanan dari karyawan dan
ryawan. Untuk ity,

apal diberikan be

a Aceh sebagal salah sa |
cetak generasi penerys

kepada pelanggannya, mengingat salah
ini adalah buruknya kepercayaan masyara
terutama di sektor pelayanan publik. Oleh kare
Raniry Banda Aceh segera melahirkan sOP p
akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan mutu pe :
dosen, selanjutnya dosen mendapatkan pelayanan mutu g k;{ B
SOP pelavanan publik sudah merupakan hal yang wajib dimiliki oleh semua
karyawan dan dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan tugas.

Untuk itu semua cakupan standar pelayanan publik dan standar pelayan
akademik yang dimaksud diatas dapat lebih ditingkatkan melalui pendidikan,
pelatihan, adanya kepuasan kerja dan pengawasan yang intensif, agar para
pengguna jasa layanan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Acehmerasa cukup
puas dengan layanan mutu yang diterima seperti yang diharapkan.
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